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ANSTRAK

Pidane merupakan susty perbuatan vang meregikan, baik dari segi mocil maupun dart sepi materi], Perboatan tndak
tersebut akan lehih berdampak pada saat dilakukannya pemilihan umum secara nasional karena banvak piliak yang
in, Banvaknya pelanggaran pada wakto pemiliban umum kKhususnyva pelanggaran vang hanya terkait denpan
an umum saja, menjadiken hukum pidana sanpgat dicari dan dibwhkan dalam memberikan tertib hukom, bakkan
pidane merupekan sebagai CVrimum remdines yaitu sebagai jalur penyelesaion vang erakhic apabila lapangan hukum
an tidek ada yenz dapal menvelesaikzonyva. Permesalashan uwteme wvang penuliz bahas dalam skripsi ini adalah
inakah bentuk tlindak pidana tersebut terutama dalam berkempanve dilinat areu divinjoe deri Undong-Undung
n Ll serta peraturan vang lvinnyva vamg berkatan dengsn pemilihim vmoem. Bemudian bagoimanakih tinidskan
itia pengewas untuk mengadih dan memberikan keterangan setiap terpadioys laporan dae e Gecbadag
1ran pemitu vang masuk, Sedangkan metode penelitian vang penelis zunakan adalah mengeunakan Yuridiz Mormatif,
unfuk melengkapi date-dera vang terkait dengan pelangparan pidana dalam pemilu. maka penulis melakukan
in ke Kanmer Panwaslu kota Padang. Tekmb pengumpolan daa vang peoolis gonakan adalah melakokan wawancara
Ketia Panwasle dan Angeota BGagian hoordinator Bidang Huken dan Pelangzaren Pemtlo, Berdasarkan hasil
in terschot lerdupat 2% jenis pelanggaran pemilu, sedengkan’ pelanggaran pidana pemile yvang berkaitan langsung
kampanye banya terdapat 16 jenis pelanggeran. Sctiap pelunggoran veng masuk ke kantor Panwasly ity tidak satupun
mmpai ketingkar pengadilan untuk diadili dan diputus oleh Hakim. Ada beberapa permazalehan dan hambatan
nya adalzh laporan dan aduan tersebot tdak mandapat upaya hukom berikutnya apabils bkt yang disjukan oleh
kurzng lengkap. kemuodian araban dari Undang-Undang Pemiliban Umum vang tidak sesuai dengan permasalohan di
nin. dan Undang-Uhndang ridak mengatur secare luas mekanisme penvelesaian perselisihan pelanggaran Pemiu.
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BAB 1

PENIDAHULITAN

A. Latar Belakang Masalah

Berakhimya Pemermtaban Oede Bare  ditandal  denpan munculnya
semangat untuk membangun sistem mulliparia, schagai pengganty dari sistem
parial orde barn yapg bersifal semu. Sistem partan pada jaman Orde Barg
menempatkan setiap pariai politik dibawah bayang-bavanyg kekussaan Sochato.
Mereka tidak lehib sebagal penglias wajah sistem kepartaian vanp diklaim dan
dihadang olch kekuasuan Orde Baru’. sehinggs dalam posisi seperti i partai-
parlai politik dalam kenyataan nyaris gagal menemukan jab dirinva sebaga
hagian sentral dari arus utama palitik nasional.

Keputusan untuk mencanangkan sistem multipartai mendapat dokungan
penuh darl masyarakal politik di Indonesia. Partai-pariai bermuncolan bak jamue
di musim hyjan anpa adanya komando.,  Banyaknva partai vang bermunculan
menumbuhkan  harapan dan sekaligus kecemasan, Sebagian  masyarakat
menyambul  gembira dan penuh aplusias  dan denpan cepat menjadikan
kemuoneulan partai-pariai bare tersebutl sebagai kesempatan untek menvalukan
kembali nalun politik vang selama im baga lersumbal oleh sistem poditik Orde
Baru vang sangat represit. Schagian Masyarakat lain malak berpikic sebaliknva,
sehab merckn jusin khawatic balvwa  kemunculan pariai-partai baru yang
jumlabnva melebiht angka seratus hanya dalam beberapa bulan semenjak bulan
1 Bambang I;_’i'p;_u_ 200k, Poreris, Kekoawgan dan Milltsrisme, YWobvakams, Postaka Pelajar Oz

him. 1.
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berpalitik, maka akan mempunyal pengaruh yang besar terhadap partisipasi
politik di Indonesia kedepannya.

Salah satu bentuk pendidikan politik di Indonesia adalah kampanyve
pemilihan umum.  Kampaoye vang distur dalam Undang-Undang Nomaor 10
Tabun 2008 yang tertuang dalam pasal 1 angka 26 tersebut berbunyt

Y Kampanye pemidu merupakean kegiotan pesorta pemili wntek mepakinkan

pora  pemilil dengen merawarkan visi, sl dun program Peseria

Pemilu™

Kemudian  dalam Peraturan Komisi Pemiliban Umum Nomoer 19 Tabun
2008 Tentapg Pedoman Pelaksana Kampanve Pemilihan Umwn, menwmbalikan
pengetian kampanye yang tercantum dalam pasal 1 angka 140 -

“Rampamve pemiln adalah kegioran peserta pemilu untuk mevakinkan

Jara pemilih dengan menawarkan visi, misl, dan progrom peservio

peniily termasuk mengafak memilih seseorang aton parial fertenin

Darn penjelasan diatas dapat artikan bahwa, Kampanve darl pesera
pemiliban wmum merupakan swdu lempat atas wadah vang dipunakan ata
dimanfaatkan oleh maswvarakat unluk menyampaikan setiap persealun politik pada
wieumnnya, dimana salah satu bentuk dan parai politik vetuk mendemonsirasikan
program-program mereka adalab denpan berkampanye,

Apabila kita mehbat dan menpikul sojarabh perpolitikan di Indenesia.
khususnya dalam keitkuiserlasn parlal politik sebagai peserta Permliban Uenom,
Indonesia telah melaksanakan Pemilihan Uinam Demoekratis meskipun Indonesia
menganut sistem multipartm yakm puluban parpol mendaflarkan diri untuk
mengikutl pemiliban umum,  pelaksanzan pemilihan aimwm yang telah terlaksana
it hendaknva rn-,trnpun_‘,-m' peran dan fungst unluk kemajuean bangsa, Begitepun

dengan lembaga pengawas yang dikenal  denpan Panwasle § Panitia Pengawas

trd



BAR TV

PENUTUP

Setelah pembahasan pada bagian atas, akhimya penulis mengakhin kara

welis ind dengan BAB Penutup. Dimana pada Bagian im penulis memberikan

kesimpulan dan hasil penelitian vang penulis lakukan Jdi Panwaslu kota Padung.

Kemudian penulis akan mencoba memberikan masukan dan saran-saran kopada

aspek vang lerkait terutama kepada pembuat Undang-Undang

A. KESIMPULAN

Kesimpulan yang bisa penubis ambil dalam pelaksanaan dan pelanpgaran

kampanye dalam bentuk tindak pidana pemnilu dan todakan dart Panwaslu keta

Padang dalam menemukan dan mencrima laporan sangketa pemilu adulab:

1.

Undang-Undang Pemilu merupakan Undang-Undang wang membenikan
penpaturan sceara khuses tentang tindak pidana pemilu diluar KUNP.
Sedangkan peraturan lain diluar Undang-Undang pemilu seperti Keputusan
Komisi Pemiliban Umum  scria 'I:L:J.:pl'.tus.:-m Badan  Pengawas  Pemilu
merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang pemilu dan juga
sehagal peraturan-peraturan seputar pemilihan umum.  Tentang tindak
pidana pemilu khususnya dalam metode berkampanye mempenyai beberapa
kelemahan dan kekurangan, diantaranya adalah pengaturan tentang laporan
dan  temuan  pelanggaran kampanye  vang  masuk  kebanyakan  tdak
dilanjutkan kepada penuntut umum dan diputuskan oleh Hakim dengan

slasun lemahnya pasal-pasal yang berkaitan laporan dan upaya hukam.
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